
BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang Implementasi 

Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 tentang Penataan Dan Pembinaan 

Pedagang Kaki Lima di Jalan Soekarno Hatta Kawasan Jalur Lambat Kota 

Pekanbaru Pada Dinas Perdagangan dan Satpol PP dapat disimpulkan bahwa : 

1. Sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2001 

pasal 4 bahwa dalam menjalankan usaha ditempat usaha sebagaimana 

dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) Peraturan Daerah ini, harus mendapat izin 

pengguna Tempat Usaha dari Kepala Daerah dan Izin sebagaiamana 

dimaksud ayat (1) Pasal ini diajukan dengan cara mendaftar diri serta 

memenuhi persyaratan yang telah ada. Pedagang yang tidak memenuhi 

Peraturan Daerah ini dan masih tetap menempati tempat usaha yang tidak 

memiliki izin diberikan secara imbauan oleh tokoh-tokoh masyarakat 

sekitar pasar. Apabila pedagang kaki lima masih tetap tidak melaksanakan 

peringatan dalam waktu tiga kali dua puluh empat jam, Satpol PP 

memberikan pengarahan secara lisan, kemudian di beri surat peringatan 

satu,kedua dan ketiga. Apabila dalam waktu 6 hari surat peringatan ketiga 

ini belum juga dilaksanakan, Satpol PP berhak melakukan penyitaaan 

terhadap barang dagangan yang digunakan. Setelah melakukan penyitaan 

para pedagang tadi diberi bimbingan dan penyuluhan yang di jelaskan 

dalam Pasal 7 yaitu untuk kepentingan pengembangan usaha dan 

peningkatan kesejahteraan pedagang kaki lima Walikota berkewajiban 

memberikan pembinaan beupa bimbingan dan penyuluhan. Bimbingan dan 

penyukuhan ini berupa dalam bentuk lisan, di beri arahan kepada 

pedagang kaki lima yang melanggar aturan izin. Mereka dibimbing secara 

humanis oleh pihak Dinas Perdagangan . Bimbingan dilakukan dalam 

waktu satu kali dua puluh empat jam. Kemudian pedagang di pulangkan 

/kembali. Tetapi setelah di beri penyuluhan, pedagang kaki lima masih 
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2. Dalam Implementasi Peraturan Daerah nomor 11 Tahun 2001 tersebut 

memiiki hambatan. Hambatan tersebut berasal dari wilayah yang masih 

kotor dan belum dimanfaatkan oleh masyarakat. Karena jika ada wilayah 

yang kosong dan belum ditata ulang oleh pemerintah, pedagang kaki lima 

masih liar untuk berjualan di kawasan tersebut. Dan hambatan lain yang 

ditemukan karena para pembeli yang berhenti di tepi jalan, itulah salah 

satu alasan macet di kawasan Jalur Lambat  

6.2 Saran 

 

1. Mengupayakan relokasi tempat berjualan ketempat yang lain yang lebih 

layak, aman, teratur dan murah sehingga menciptakan suasana yang aman 

dan nyaman bagi para poengunjung pasar yang ingin berbelanja di pasar 

tersebut.  

2. Program pengawasan pelanggaran ketertiban masih perlu ditingkatkan 

serta dalam menindak lanjuti pelanggaran tersebut harus sesuai dengan 

acuan yang ada serta perlu adanya sosialisasi dan pendekatan kepada 

Satpol PP Kota Pekanbaru harus memantau sejauh mana pelaksanaan 

dilapangan, baik ber upa pengawasan kegiatan yang dilakukan dalam 

rangka penataan dan penertiban dengan memperhatikan berbagai aspek 

agar pihak-pihak yang terkait dan terlibat dalam kegiatan penataan dan 

penertiban sama-sama tidak ada yang dirugikan.  

3. Seharusnya pemerintah secepatnya untuk merenovasi tempat itu menjadi 

flyover dan taman yang sudah di canangkan sebelumnya. Salah satu alasan 

kenapa pemerintah mengusir para pedagang kaki lima itu karena ingin 

mendirikan flyover di daerah tersebut, maka dari itu pedagang diharap 
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tetap nekat untuk berjulan. Mereka tidak jera dengan pengawasan Satpol 

PP yang hampir setiap hari melakukan pemantauan di Daerah tersebut. 

Alasan mereka masih berjualan yaitu faktor ekonomi. Sedangkan untuk 

Relokasi, pemerintah sudah menyediakan tempat untuk berjualan, bagi 

para pedagang, namun mereka tidak mau pindah karena mereka kurang 

tahu dengan pasar tersebut. Dan juga faktor pembeli yang sedikit jadi jika 

mereka pindah otomatis dagangan tidak laku.Pedagang memilih tempat ini 

karena strategis agar dagangan nya cepat habis dan untung banyak. 
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beranjak dari tempat kawasan jalur lambat tersebut. Selagi pemerintah 

belum melakukan pembangunan di kawan tersebut, pedagang kaki lima 

tidak akan beranjak dari tempat nya. Maka jika ingin kawasan ini tertib, 

pemerintah harus menata tempat ini terlebih dahulu. Pedagang pun tidak 

ada lagi yang berjualan di Jalan Soekarno Hatta Kawasan Jalur Lambat 

tersebut.  


